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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 

(3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 

1945) yang menentukan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 

Ayat (3)  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(selanjutnya disebut UUD NRI 1945) secara tegas dapat diartikan bahwa seluruh 

aspek kegiatan yang berkaitan dengan bidang kebangsaan, kenegaraan, 

kemasyarakatan, serta aspek pemerintahan di Negara Republik Indonesia tentunya 

haruslah berlandaskan hukum yang berlaku. Negara hukum dapat pula 

mempunyai artian yaitu negara yang berlandaskan atau memakai prinsip legalitas, 

yaitu seluruh kegiatan atau tindakan dalam bernegara harus berdasarkan hukum, 

maka dari itu  hukum memiliki kedudukan tertinggi agar dalam pelaksanaan 

kekuasaan negara itu tidak menyimpang.
1
  

Teori Trias Politica mengatur pembagian kekuasaan negara yang 

diklasifikasikan menurut Montesquieu terbagi menjadi 3 yaitu : Kekuasaan 

Legislatif (Pembuatan undang-undang), Eksekutif (melaksanakan), dan Yudikatif 

(Kekuasaan Kehakiman) yang mana dengan adanya pembagian kekuasaan ini 

merupakan salah satu ciri dari suatu negara hukum.
2
 Sistem konstitusi Indonesia 

juga menerapkan doktrin pemisahan kekuasaan setelah amandemen UUD 1945, 

                                                           
1
JCT Simorangkir, Hukum dan Konstitusi Indonesia, Jakarta: Gunung Agung, 1983,   

hlm. 36 
2
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara edisi 1 cetakan ke 8, Jakarta: 

Rajawali Pers,  2016, hlm. 281 



2 
 

2 
 

hal ini dapat dibuktikan dalam BAB IX Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-

Undang  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa Negara Republik Indonesia memang merupakan negara 

hukum.  

Pasal 24 Ayat (2)  UUD NRI 1945 menentukan bahwa " Kekuasaan 

Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan 

dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan 

militer, peradilan tata usaha negara dan  oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ". Jadi 

Mahkamah Agung (MA)  merupakan sebuah lembaga tinggi  negara dalam sistem 

ketatanegaraan indonesia dan juga merupakan pemegang kekuasaan kehakiman 

bersama dengan Mahkamah Konstitusi,
3
 yang mempunyai kewenangan untuk 

mengadili pada tingkat kasasi menguji peraturan perundang-undangan terhadap 

undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-

undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 24A Ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia. 

Mahkamah Agung mempunyai fungsi peradilan dan fungsi pengawasan 

terhadap pengadilan-pengadilan dibawahnya  dituntut agar dapat menjalankan 

peran dan fungsinya yang ideal sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Tahun 1945 untuk dapat melakukan pemeriksaan 

                                                           
3
Kevin Angkouw, “Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim 

Dalam Proses Peradilan”, Lex Administratum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi : 

Manado, Volume 2 April-Juni 2014.hlm.131 



3 
 

3 
 

terhadap setiap beberapa putusan yang keliru pada pengadilan tingkat bawahnya 

serta dapat menjamin dalam penegakan keadilan
4
.  

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif dalam menjalankan tugasnya 

tersebut berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 

(MA), diberikan kewenangan mengambil tindakan untuk menetapkan atau 

membentuk peraturan tertulis yang bersifat mengatur dalam hal ini yang 

menyangkut peran dan pelaksanaan peradilan artinya kewenangan yang diberikan 

ini bersifat atributif untuk membentuk sebuah peraturan.
5
 

Penjelasan  Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 berisi 

mengenai jalannya peradilan apabila terdapat kekurangan atau kekosongan hukum 

dalam suatu hal, maka wewenang MA sebagai bentuk perwujudan dari  fungsi 

mengatur  yg bersifat atributif tadi guna  mengisi kekurangan atau kekosongan 

hukum tersebut maka MA dapat menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung 

(Selanjutnya disebut PERMA) yang mempunyai formulasi ketentuan hukum acara 

dalam penyelenggara peradilan yang ada di bawah lingkup Mahkamah Agung 

termasuk peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata 

usaha negara. 

Salah satu bentuk perwujudan dari fungsi mengatur  yang bersifat atributif 

pada wewenang Mahkamah Agung yaitu adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 

                                                           
4
Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: Kencana-

Prenadamedia group, 2012, hlm. 158 
5
Ronald, PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud 

Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan), Jakarta: Rajawali Pers, 2011, 

hlm. 146-147 
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Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini 

dibentuk dan berisi mengenai ketentuan hukum acara dalam penyelenggaraan 

peradilan yang ada dibawah lingkup Mahkamah Agung yang termasuk dalam 

bagian Peradilan Agama. 

Pengertian peradilan agama menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama merupakan 

peradilan bagi orang-orang yang beragama islam. menurut ketentuan Pasal  2  

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama 

merupakan bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman untuk orang-orang islam 

yang mencari keadilan  mengenai perkara tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

Peradilan Agama merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencari keadilan 

bagi orang-orang islam terkait untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu 

melalui lembaga yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan kekuasaan 

kehakiman  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6
 

Adapun perkara-perkara tertentu yang diselesaikan oleh Peradilan Agama 

merupakan Kompetensi Absolut atau Kewenangan Absolut Peradilan Agama. 

Kompetensi / Kewenangan absolut peradilan agama tersebut diatur dalam Pasal 

49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  yang menentukan bahwa  Pengadilan 

agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara 

di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : 

                                                           
6
 Abdullah Tri Wahyudi, ”Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia Pada 

Masa Kolonial Belanda hingga Masa Pasca Reformasi”, Jurnal Yudisia, Institut Agama Islam 

Negeri Surakarta : Surakarta, Vol 7, No.2, Desember 2016, hlm.286. 
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a. Perkawinan; 

b. Waris; 

c. Wasiat; 

d. Hibah; 

e. Wakaf; 

f. Zakat; 

g. Infaq; 

h. Shadaqah; dan 

i. Ekonomi syari’ah. 

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan 

Dispensasi Kawin menjadi pedoman untuk Peradilan Agama, karena dispensasi 

perkawinan merupakan bagian dari kompetensi absolut dari Peradilan Agama 

yang berkaitan dengan perkara perkawinan.  

Perkawinan sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 

Perkawinan (selanjutnya disebut UUP). Selain undang-undang perkawinan, 

mengenai perkawinan ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya 

disebut KHI).  Adapun pengertian perkawinan berdasarkan pada Pasal 1 ayat 1 

UUP  yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

dalam wujud suami isteri dengan mempunyai suatu tujuan yaitu untuk membentuk 

rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. 
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Pasal 2 KHI menentukan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah 

pernikahan, yang merupakan suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqon 

gholidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah
7
. Mengenai tujuan perkawinan dalam KHI diatur dalam Pasal 3 yang 

menentukan "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (tentram, cinta, dan kasih sayang)" 

Upaya untuk mencapai suatu tujuan dari perkawinan sebagaimana yang 

telah dijelaskan dalam pasal-pasal di atas maka diperlukannya persiapan bagi para 

calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita untuk mempersiapkan 

mental maupun fisik. Ini berarti bahwa dalam persiapan mental tentunya para 

calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita itu harus  sudah dalam tahap 

mempunyai sikap yang dewasa serta dalam menghadapi persoalan hidup dapat 

dihadapi dengan bijaksana. 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebenarnya telah mengatur 

mengenai salah satu syarat perkawinan yaitu mengenai batas usia bagi para laki-

laki maupun wanita dalam melangsungkan perkawinan, dan telah diubah  dengan 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019  Tentang Perkawinan, sebagaimana diatur  

Pasal 7 Ayat (1)  yang menentukan bahwa batasan umur bagi laki-laki dan wanita  

yang diizinkan untuk melakukan perkawinan yaitu apabila  telah mencapai umur 

19 (sembilan belas) tahun. Dengan adanya batasan umur ini secara tidak langsung 

dapat menjaga agar dapat terwujudnya perkawinan yang ideal yaitu melaksanakan 
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tujuan dari perkawinan dan terjaga keutuhannya sebab telah mencapai batas usia 

yang matang. 

Walaupun undang-undang perkawinan memang telah mengatur mengenai 

batas umur minimal dalam perkawinan tetapi tidak menutup kemungkinan  bahwa 

seseorang yang berada dibawah batas umur tersebut dapat melangsungkan 

perkawinan, karena undang-undang perkawinan sejatinya telah mengatur 

mengenai penyimpangan pada batasan usia perkawinan tersebut yaitu terdapat 

dalam Pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan bahwa mengenai penyimpangan 

terhadap ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat 

lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”  Jadi 

seseorang yang belum mencapai batas umur minimal perkawinan tersebut dapat 

melakukan penyimpangan dengan melangsungkan perkawinan apabila telah 

mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dan Orang tuanya. Sehingga orang tua 

para pihak calon mempelai tersebut dapat mengajukan permohonan  dispensasi 

kawin  kepada pengadilan agama, dan pengadilan agama akan menetapkan 

permohonan dispensasi perkawinan tersebut apabila telah mendengar keterangan 

dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.
8
  

Hukum acara Peradilan Agama mengatur bahwa mengenai  dispensasi 

kawin ini diajukan oleh orang tua para pihak yang berkepentingan, dimana 

pengajuan dispensasi ini dilakukan dalam bentuk permohonan (Voluntair) bukan 
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8 
 

8 
 

gugatan
9
, dikarenakan pihak negara dan pemerintah sebagai institusi sosial yang 

mempunyai hajat dan keharusan untuk mengawasi dan memberikan petunjuk 

perkawinan guna melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat 

perempuan. 

Selain dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Mahkamah Agung 

telah mengeluarkan pula Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

5 Tahun 2019 Tentang Pedoman  Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. 

dimana Perma ini lahir sebagai wujud dari kewenangan mahkamah Agung  

sebagaimana yang telah diatur berdasarkan Pasal 79  Undang-undang Nomor 14 

Tahun 1985 yang menjelaskan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih 

lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila 

terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”  

Dengan adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka perma ini merupakan pedoman 

mengadili perkara-perkara yang terkait dengan permohonan dispensasi 

perkawinan oleh Pengadilan Agama atau dengan kata lain dalam hal pelaksanaan 

hukum acara di Pengadilan Agama yang berkaitan dengan permohonan dispensasi 

perkawinan maka dalam pelaksanaannya tata caranya dapat memakai pedoman 

dari peraturan mahkamah agung tersebut. Jadi peraturan mahkamah agung ini 
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Ahrum Hoerudin, Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian,Pengajuan Perkara 
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Tentang Peradilan Agama), Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.11 
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telah menetapkan beberapa konsep dasar hukum acara pemeriksaan permohonan 

dispensasi perkawinan. 

Pada kenyataannya di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang pengajuan 

permohonan Dispensasi Perkawinan di Tahun 2020 telah mencapai 123 

permohonan yang diajukan, dan pada pertengahan tahun 2021 sebanyak 51 

permohonan dispensasi perkawinan yang telah diajukan di Pengadilan Agama 

Kelas IA Palembang.
10

 Tentunya ini membuktikan bahwa permohonan dispensasi 

perkawinan di Kota Palembang ini cukup banyak dan masih belum diketahui 

apakah dalam pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan 

Agama Kelas IA Palembang ini apakah telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili 

Permohonan Dispensasi Kawin. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya 

secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : Penetapan Dispensasi 

Perkawinan Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang (Studi Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin) 
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 Pengadilan.Agama Kelas IA.Palembang, http://sipp.pa.palembang.go.id, di akses pada 

tanggal 16 Agustus 2021. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan permohonan Dispensasi 

Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang berdasarkan 

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili 

Permohonan Dispensasi Kawin? 

2. Apa saja hal-hal pendukung dan penghambat dalam melaksanakan  

penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama 

Kelas IA Palembang? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemeriksaan 

permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IA 

Palembang berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur  

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. 

2. Untuk mengetahui  dan  menganalisis hal-hal pendukung dan 

penghambat dalam melaksanakan penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di 

Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat sebagai 

sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan 

hukum, khususnya hukum perdata mengenai dispensasi perkawinan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada mahasiswa, para pembaca, praktisi hukum, dan masyarakat 

umum sebagai bahan bacaan maupun referensi dalam pengembangan 

ilmu hukum, khususnya hukum perdata, yaitu hukum perkawinan 

mengenai dispensasi perkawinan 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini hanya membahas mengenai 

pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IA 

Palembang berdasarkan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman 

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan mengenai hal-hal pendukung dan 

penghambat  dalam melaksanakan penerapan PERMA Nomor 5 tahun 2019 

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama 

Kelas IA Palembang.  

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah suatu alat yang digunakan sebagai landasan berfikir dalam 

pelaksanaan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan teori 
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yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Sehingga dalam penelitian skripsi 

ini untuk membahas permasalahannya  menggunakan kerangka teori yaitu, 

sebagai berikut : 

1. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian hukum  menurut Sudikno Mertokusumo merupakan suatu 

keadaan yang mana telah adanya kekuatan hukum sehingga hukum tersebut dapat 

dipastikan keberlakuannya atau dapat ditaati, maka dapat diartikan bahwa 

seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan dalam keadaan tertentu 

dengan kata lain dalam  perlindungan yustiabel terhadap tindakan sewenang-

wenang.
11

 

Kepastian Hukum apabila dilihat dari pandangan Islam pada dasarnya 

semua perbuatan dan perkara diperbolehkan, jadi selama belum ada nas yang 

melarang, maka tidak ada tuntutan ataupun hukuman atas pelakunya. Dengan kata 

lain, bahwa dalam kepastian hukum tidak ada satu perbuatan pun dapat 

dihukum,kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada 

dan berlaku untuk perbuatan itu.
12

 Sebagaimana dalam Al-Qur’an Surat Al-Israa’ 

Ayat 15, Allah Swt berfirman  yang artinya: 

“Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka 

sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat 

maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang 

                                                           
11

Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: PT.Citra Aditya 

Bakti, 1993, hlm.2 
12

Anwar Harjono, Hukum Islam:Keluasaan dan Keadilannya, Jakarta: Bulan Bintang, 

1968, hlm.155 
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berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa 

sebelum Kami mengutus seorang rasul.” 

Menurut pendapat Gustav Redburch ada 3 aspek penting dalam hukum 

yaitu: keadilan, kemanfataan, dan kepastian. Di dalam aspek keadilan terkait 

dengan kesamaan hak di hadapan hukum, mengenai aspek kemanfaatan terkait 

dengan tujuan keadilan yang berkaitan dalam mendorong kebaikan dalam hidup 

masyarakat, dan aspek kepastian mempunyai arti  bahwa dalam hukum terkait 

dengan keadilan, norma-norma yang mendorong kebaikan, serta telah 

berfungsinya suatu peraturan yang telah ditaati dengan benar. Sehingga dalam 

aspek keadilan berkaitan erat dengan kerangka ideal dari hukum, dan aspek 

kepastian berkaitan erat dengan kerangka operasional hukum.
13

 

Kepastian hukum  menurut Reinhold Zippelius, dibedakan menjadi 2 

yaitu: 1) kepastian terkait dalam pelaksanaannya, yang berarti bahwa negara telah 

pasti dalam melaksanakan hukum yang telah resmi diundangkan tersebut. 2) 

kepastian orientasi, yang bermakna bahwa adanya kejelasan dalam hukum, 

sehingga dapat dijadikan pedoman oleh hakim dan masyarakat. Jadi agar tidak 

terjadi keraguan dalam bertindak maka hukum itu harus dirumuskan secara tegas 

dan terang. Begitu juga dengan aturan-aturan hukum yang telah dicantumkan 

secara ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak sesuai 

tafsiran subjektif dan selera pribadi hakim. Dalam kepastian orientasi ini pula 

menuntut agar saat pembuatan dan peresmian hukum itu harus ada prosedur yang 

jelas dan dapat diketahui umum, serta menjunjung hukum yang dikembangkan 
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secara berlanjut dan taat asas, lalu adanya keterkaitan dalam undang-undang yang 

tertuju ke satu arah atau tidak saling bertentangan sehingga msyarakat dapat 

memungkinkan untuk menyusun rencana masa depan.
14

 

Fence M.Wantu berpendapat bahwa tanpa adanya nilai kepastian hukum, 

maka akan berdampak pada hilangnya makna hukum tersebut. dengan hilangnya 

makna hukum tersebut maka akan menimbulkan hukum tersebut tidak bisa 

dijadikan pedoman perilaku untuk semua orang. Kepastian hukum dapat 

ditafsirkan sebagai titik terang dari suatu norma bagi masyarakat yang dikenakan 

suatu peraturan agar dapat dijadikan pedoman, sehingga dengan berlakunya 

hukum di dalam masyarakat ini berarti sudah ada kepastian hukum yang jelas dan 

tegas agar tidak berdampak pula pada banyaknya kesalahpahaman dalam 

penafsiran.
15

 

Penulis menggunakan teori kepastian hukum dimana kepastian hukum ini 

merupakan sebagai pedoman dalam berlakunya suatu  peraturan hukum, dalam hal 

penelitian ini untuk menganalisis penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama 

Kelas IA Palembang. 
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 Franz Magnis Suseno, Etika Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm.79-

80 
15

 R. Tony Prayogo,”Penerapan  Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, 

Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementrian 

Hukum dan HAM: Jakarta, Vol.13, No.2, Juni 2016, hlm.193 
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2. Teori  Efektifitas Penegakan Hukum 

Efektifitas hukum adalah suatu metode yang mempunyai tujuan agar 

hukum berlaku efektif. Apabila kita mempunyai keingintahuan mengenai sudah 

sampai mana efektifitas dari hukum, maka langkah awal yang harus kita lakukan 

yaitu mengukur sejauh mana hukum itu telah ditaati oleh target yang dituju 

ketaatannya. Sehingga kita masih mempunyai pertanyaan lebih dalam terkait 

derajat efektifitasnya, dikarenakan tiap orang yang mentaati atau tidak mentaati 

suatu aturan hukum tergantung pula pada keperluannya.
16

 

Menurut Pendapat Achmad Ali mengenai faktor yang paling berpengaruh 

dalam efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal 

pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi dari para penegak hukum, baik di 

dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam 

penegakan perundang-undangan tersebut.
17

 

Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan 

hukum yaitu:
18

  

1. Faktor dari Hukum itu sendiri (undang-undang)  

2. Faktor Penegak Hukum, berupa kemampuan aparat yang profesional dalam 

menjalankan kewenangannya untuk membentuk dan menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana/fasilitas pendukung penegakan hukum, dapat digunakan sebagai 

alat guna membantu melancarkan tugas aparat dalam penegakan hukum. 
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4. Faktor masyarakat, di dalam kondisi lingkungan masyarakat tentunya 

mempunyai tingkat kepatuhan yang beragam sehingga sangat berpengaruh 

pula pada penegakan hukum  

5. Faktor kebudayaan,  yang mencakup nilai-nilai yang tumbuh berdasarkan 

karsa dalam pergaulan hidup manusia sehingga mempunyai hasil karya, cipta, 

dan rasa yang dapat pula mendasari keberlakuan hukum. 

Penulis menggunakan teori efektifitas penegakan hukum ini bertujuan 

untuk membahas dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 

berkaitan dengan penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas IA 

Palembang dan juga hal-hal pendukung dan penghambat  Pengadilan Agama 

Kelas IA Palembang dalam melaksanakan penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. 

3. Teori Kewenangan Pengadilan Mengadili Perkara (Kompetensi 

Pengadilan) 

Kewenangan pengadilan dalam mengadili suatu perkara atau kompetensi   

suatu   badan   pengadilan  untuk mengadili suatu perkara  terbagi atas kompetensi 

relatif dan kompetensi  absolut.  Kompetensi  relatif  terkait dengan kewenangan 

pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. 

Sedangkan kompetensi absolut terkait kewenangan pengadilan untuk mengadili 

suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa
19

. 
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Menurut Soedikno Mertokusumo, Kompetensi absolut atau kewenangan 

mutlak pengadilan merupakan wewenang badan pengadilan dalam memeriksa 

jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan 

pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain.
20

 Kompetensi absolut atau 

kewenangan mutlak ini memberi jawaban atas pertanyaan:peradilan apa yang 

berwenang mengadili suatu perkara tertentu. 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman  

merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas-asas 

peradilan bagi semua peradilan di Indonesia
21

, mengenai pengertian kekuasaan 

kehakiman diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) nya menyebutkan bahwa " kekuasaan 

kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka  untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan  Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan 

kehakiman tentunya telah dimuat dalam Bab IX UUD NRI 1945 tentang 

Kekuasaan Kehakiman terdpaat dalam Pasal 24 Ayat (2) dimana  menjelaskan 

bahwa ketentuan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 

dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan 

tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah  Konstitusi.  Jadi  ke empat 
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Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1998, 

hlm.79 
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peradilan tersebut berpuncak pada satu badan yaitu Mahkamah Agung yang 

disebut pula dengan Single System of Courts.
22

 

Mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diberikan kepada 

badan-badan peradilan, susunan dan kekuasaan badan peradilan yang terbagi 

menjadi 4 macam lingkungan peradilan tersebut dimana sesuai dengan Pasal 10 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2004 yaitu : 

1. Peradilan Umum 

Mengenai peradilan umum ini telah diatur dalam UU Nomor 49 Tahun 2009 

perubahan kedua atas UU Nomor 8 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1986  tentang peradilan Umum.  Pengertian dari peradilan umum 

yaitu peradilan yang pada dasarnya mengatur dan memeriksa semua perkara baik 

darip erkara perdata maupun perkara pidana
23

  

2. Peradilan Militer 

Peradilan Militer merupakan suatu peradilan yang hanya memeriksan dan 

mengadili perkara-perkara khusus yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasinal 

Indonesia (TNI), tentunya  mengenai peradilan militer ini telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
24

 

3. Peradilan Agama 

Peradilan Agama merupakan Peradilan yang mempunyai kewenangan untuk 

mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan bagi orang yang beragama islam. 

mengenai perkara-perkara tertentu itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 
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Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu : Perkawinan, 

Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari’ah
25

 

4. Peradilan Tata Usaha Negara 

Peradilan tata usaha negara merupakan peradian yang mempunyai kewenangan 

mengadili perkara yang muncul akibat dari suatu tindakan penguasa tentunya 

berupa penetapan (Beschikking) yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau 

individu tertentu. Peradilan Tata Usaha Negara ini pengaturannya diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
26

 

 Penulis menggunakan teori kewenangan pengadilan mengadili perkara 

(Kompetensi Keadilan) bertujuan untuk membahas dan menjawab rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan penerapan  PERMA Nomor 5 

Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di 

Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang diaplikasikan dalam penulisan skripsi ini yaitu 

penelitian yuridis normatif dan didukung dengan data lapangan. Menurut 

Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang 

digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar 

untuk meneliti dengan teknik melaksanakan penelusuran terhadap peraturan-
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peraturan dan literatur-literatur yang bertautan dengan permasalahan yang 

diteliti.
27

 penelitian ini didukung pula dengan data lapangan yaitu menggunakan 

fakta-fakta yang diambil melalui wawancara atau pengamatan langsung dari 

lapangan, yaitu pada Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian  penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Sosio Legal 

(Socio Legal Approach).  pendekatan socio-legal  merupakan  pendekatan yang 

topik dalam penelitianya itu mengenai  masalah efektivitas aturan hukum, 

kepatuhan terhadap aturan hukum, peran lembaga atau institusi hukum dan lain-

lain.
28

 Pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat dan mengamati bagaimana 

respon pengadilan terhadap pemberlakuan atau penerapan aturan baru atau dengan 

adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan 

Dispensasi Kawin. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, 

yang beralamat di Pasar Induk Jakabaring, Jl.Pangeran Ratu No.B8, 15 Ulu, 

Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang.Sumatera Selatan. Dijadikan lokasi 

penelitian pelaksanaan permohonan Dispensasi Perkawinan dikarenakan 

Pengadilan Agama Kelas IA Palembang di Tahun 2020-2021 ini telah 

menjalankan peranannya dalam menangani 174 permohonan terkait dispensasi 

perkawinan, dan dilihat dari lokasi penelitian,Pengadilan Agama Kelas IA Kota 

                                                           
27

.Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm.13 
28

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, 

hlm.128 
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Palembang berada dalam 1 wilayah dengan Perguruan Tinggi Negeri yakni 

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang mana berdasarkan tuntutan tridarma 

perguruan tinggi bahwa, civitas  akademika dapat mengimplementasikan ilmunya 

untuk lingkungan sekitar. 

4. Jenis dan Sumber Data/Bahan Hukum 

Penelitian penulisan skripsi ini menggunakan data/bahan hukum yaitu data 

primer  primer dan data sekunder: 

a. Data primer, merupakan data yang diperoleh berasal dari lapangan atau 

sumber yang mempunyai kewenangan memberikan informasi.
29

 Dalam 

mendapatkan data primer ini dapat dilakukan dengan wawancara, 

wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dalam 

pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara wawancara secara 

langsung kepada sumber yang berwenang dalam hal ini hakim di 

Pengadilan Agama Kelas 1A kota Palembang.
30

 

b. Data Sekunder, merupakan data yang dapat diperoleh dengan teknik 

mengangkat, meninjau, dan membaca bahan-bahan hukum maupun 

kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian 

ini, yaitu : 

1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang diperoleh 

dari Peraturan Perundang-undangan,yaitu:
31

 

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

                                                           
29

Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm.149 
30

Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi Dan tesis Bisnis, Jakarta: Rajawali Pers, 

2009, hlm.51 
31

 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm.141 
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b) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

c) Undang-undang Nomor  48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman 

d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang 

Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Perkawinan 

e) Kompilasi Hukum Islam 

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum mempunyai 

kegunaan untuk memberikan penjelasan terkait bahan hukum 

primer yang berupa hasil penelitian, buku-buku, teori hukum, dan 

pendapat hukum yang berkaitan langsung dengan penelitian
32

 

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang mempunyai 

kegunaan sebagai arahan atau penjelasan mengenai bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder
33

 seperti Literatur, dokumen, 

media masa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan 

internet, dalam rangka menunjang penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan data/bahan hukum yang digunakan dalam penelitian 

penulisan skripsi ini yaitu: 

a. Studi Lapangan 

Studi lapangan ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara atau 

tanya jawab yang dilakukan secara langsung guna mendapatkan 

                                                           
32
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33
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infomasi. Mengenai hal ini yang menjadi narasumber dalam 

wawancara tersebut yaitu  hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A kota 

Palembang. 

b. Studi Dokumen 

Studi dokumen ini dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, dan 

mempelajari data dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan, 

literatur dalam bentuk buku, jurnal, karya ilmiah, dan majalah. 

 

6. Teknik Analisis Data/Bahan Hukum 

Data/Bahan hukum yang sudah didapat dan terkumpul dilakukan analisis 

secara deskriptif kualitatif, dimana bahan hukum yang telah didapatkan dari hasil 

penelitian ini diuraikan dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari 

studi lapangan dan studi kepustakaan serta meringkas berbagai kondisi dan situasi 

yang terjadi dalam berbagai data tersebut
34

 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan penelitian penulisan skripsi ini dilakukan dengan 

metode deduktif, yaitu merupakan suatu cara dalam penarikan kesimpulan yang 

menggunakan suatu kerangka berfikir sesuai realita dari hal-hal umum menuju 

dan diakhiri dengan suatu kesimpulan realita yang bersifat khusus. 
35
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